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'__._'Penghapusaﬂ !embaga saﬂdera (gueimg} ﬁieh o

Nop. 2/1975 memmbu&kan pendag;at yangprodan |
.‘kants'a. Penﬂapaﬁ yang mendakﬂng mughapus— .
an lembaga sandera iaerdasarkm alasan, tidak
herpenkemanuszaa;a anisk menyandera g~
seorang yang iatuh miskin dan tidak memilils
-uang sama sekali. Keinginan nptuk menghindar-
~kan dari upays pényitasn, adalah argumen dari
pxhak vang setujn. :

?jeaéakhiﬁiuasn_ -

Eksekum atau- peiaksanaan putusan adalah tmdakan hukum yang
dilakukan pengadilan pada pihak vang kalah dalam suaty perkara, me-:
rupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara,
Karenaiitu,-eksekusi tidak lain daripada tindakan yang berkesinambung-
an dari keseluruhan proses hukum acara perdata.! ;

" Pedoman aturan tara cara eksekusi terdapat dalam Bab Kesepuluh
baglan Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian keempat RBG, yang
merupakan salah satu undang-undang peninggalan zaman Hindia. Belanda,
vang masih berlaku berkat pasal II aturan Peralihan UUD 1945 dan
memuat baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di muka
pengadilan negeri. Pada bagian titel tersebut telah dlatur pasal pasai fatg
cara menjalankan putusan pengadilan yaitu : e
a. tatd cara peringatan (aanmaning),

b. sita eksekusi (executorial beslag) aan
¢.” penyanderaan-{gijzeling) SEER

"M.A. dengan SEMA No, 2/1964 dan SEMA' -

Saat ind, tidak semua aturan cara-cara eksekusi tersebut ber]aku
efektif. Pasal 209 sampai 223 HIR atau pasal 242 - 257 RBG yang meng- 'j

atur tentang gljzehng (lembaga sandera), dlyatakan tldak beriaku
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s Kredlzur

: Keputusan menghapuskan lembaga ini-dilakukan ‘berdasarkan . Surat o

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomar 2/ 1964 tanggai 22-Januarl
..... -1975 dengan alasan

berientangan dengan 1853 per;kemanuszaaa 2 :
14 Gljzeling atan: penyanderaan karena: hutang {1mpnsonment for. dcbt)

zdalah memasukkan ke daiam penjara orang yang telah dihukum oleh-
‘putusan pengadzian itituk msmbavar sejumlah: VARG, ‘tetapi udak meiak~ :
sandkan fputdsandtersebui danttidak sah atay tidak cukup! ‘mempunyai’

barang yang dapat disita ekwekusx Penyanderaanierhadap Seseorang yang

x 'tzdak mempunyai sesuati apapun dagi iy ‘dimaksudkan’ umuk parasanak -

dankeluarganyaagar: membayar apa ve.ng harus di‘oayar menurut putusan
pengadzlan tersebut.d: 2

D dalam® pm%:‘i@?}{ﬁ}’&, penghapnszm Aam%;aga sandﬁm {gagzelmg)
memmbuikan pendapat pro-kontra di kalanganteorisi dan praktisi hukurm.
Sebagian hendak mempertahankan dxhayusmrmya lembgaga sandera,
‘sebagmn lainnya menghendaki agar gijzeling kembali ”dahidupkan” '

f%lasan vang menghendali g}j?eim £ d%hgdupkan kembali karend peng-
hapusan: lembaga terssbut; mmemberi peluang kepada debitur yang berniat
puruk: Sering terjadi, debitngr ‘vang -dikalahkan atau akan dikalahkan
dalam’ perkarardi pengadilan, jauhhaii sebelumnya telah mengalihkan
harta kekavaan pada sandaranya atan orang lain dengan maksud untuk
menghindarkan haria kekayaan tersebut dasi penyitaan. Dengan demikian
si debitur nampaknya sebagai orang miskin tetapi sesungguhnya tidak.*
Muncul 'si-berutang ‘nakal vang sengaja tmak mem%ayar humngnya
wa}aupun fa-mampu melunasinya, e

T Tetapl bagaimana dengen debitur yang bmax ~benar jatuh banakmt‘? '

Dirasakan tidak manusiawi menyvandera seseorang vang telah jatuh miskin
vang tidak sanggup membayarutangnya. Halinilah yang menyebabkan
sebagmn a;nh E‘ukum \tetap menghendakg d}hapuskannya gijze}mg

wm&mg& Smﬁem %iﬁmsmwa aign @ﬂﬁg

. i uguan suatu pmses i maka pengamian sadalab umuk memgﬁemieh
thLsan Hakim vyang berkekuatan hukum vang tetap, artinya suatu
putusan hakim .yang tidak dapat. dirubah lagi. Dengan puiusan ini,
hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan uniuk
selama-lamanya dengan maksud supaya apai:;ia tidak ditaati secara
sukarela dipaksakan dengaﬂ bamuan alat-alat negara.’ .. ‘

"% Binyi Pertimbangan SEMA : ”ﬁisa_mping ita Hakim dalam 'menjs.lankan' putusan harus selale meng:
‘indahkan perikemanusiazn dan perikeadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 (4) Undang-
_-undang Pokok Kekuaszan Kehakiman No. 14/1970, sedang suan pelaksanaan puwtusan psngadilan

dengan mempergunzkan pasal—past_l gijzeling akan m“nylmpana éarx ketemuan Lersebu: di atas”,
3. Prof. B. Subekti, Hukem Acara Perdain, Jakarta ; Binacipta, 1975 hal 134

"4, Prof. Sudikno Mertokusumo, Hakam Acara Perdata Indoaesia, Liberty 1979
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LD da}am pasai 195:HIR ditetapkan-aturan tentang roelaksanakan -
: keputusan Hakxm dengan 3a.§an memintadan melelangkan. barang—‘varang E

- kepuhyasnfihak yang: dikalahkdn,. Jikalawia tidak. mau: memenuhx kepu~ _
"-_msan hukum itn {huaungan-ﬁaﬂg-piu ang} :
CigsiCara’ Eam terdapat pada pasal 209 (1) HER }zka txd&k ada/cukup

: baxang nafiuk msn;aﬁankaﬁ keputusany maka:atas. g}ermmaan pihakyang

---menang perkam deﬂga‘a lisan atan surat; Ketua memberi perintah deﬁgzm' _

epada orang yamg berkuasa akannmmgalankan sural. szia,

: 1as enyanderaan, tzdaie:ﬂ_ L
iam agar pma sanak kef%uarga mﬁ"n@ayar apayang harus dibayarmenurut
pums,_an pengadilan. Hal ini juga kita dapat jumpal dalam masyarakat
huktim adat;kita. Penulis mgmbmdmgmﬁ dengan bukom adat, karena
hukum adatjaubsebelum: g_mgax_'ﬁ?ﬁ Barat datang telab dzbanng dan di-
kembangkan. oleh tug-tuz ahli adat sebagai suatu hu}mm vang. khas
Indonesia. daiam kehxcﬁuﬁm sehari-hari. fo w0 -

slada umumnw di setiap linglungan maﬁy&mkm ac‘ia; %:mm yang ber-
szfai skekerabatan, ataw- ketetanggaan [ berlaku «perbugtan: tanggung-
menangguﬁg dalam arti: salmg bantuamembante kebutvhan dan kepend
-tingan, Adalah merupzkan. keharusan, suami menanggung hutang istri,
apak menanggung hutang orang tig atau ssbalikoya, %}fﬂg,w puia dalam
hubungan beripar, bermenantu dan sebageainva, ;

Adalahiwajariika seorang’, suami atau jeird mamngam uzmg uﬂtuk
kf’p&iii&n memerfukan perssiuiuan atau ceﬁ@_agetahuan pihak lainnva atau
keluarganva. Dengan demikisn merekasndabesiap untuk menghadapi ke-
mangkman menggantz SECATA hersam& atay: iaﬁggnngam Lgmg yang telah
d:pmjam T S

Sﬁmua peréwmn ‘Eanwguﬁ%menmngghﬂg g %:sz.sk dala*fﬂ ﬂubungari
kayembatan atau keisiapgearn ads batasnya.-Batasaya ¢ selauh mang
masih erat rasa kekeluargazn dan seiauh mans kemampuan vang menang-
gung dan perilaku orang varg: ditanggung® Jadi; kewajiban:sanak
%’eiuarga menanggung hutang yang dibuat salah seorang keluarga menang-
gung hutang yang dibuat salah'seorang keluarga, seperti ‘yang texmaksud
dalam HIR, ferdapat juga dalam Hukum ‘Adat kitgi? ©

Ketentuan Gijzeling dazam HIR fama,’ setelaki kemerdekaan tidak ber~
laku iagz karena d;anggap Hidakl berpar;kemanuﬁaan" karena menvyeng-
sarakan'orang : mengapa seseorang yang telah jatih miskin, hingga tidak
sanggup lagi membayar hutangnya haris kena disanderd pula? bahkan
penyanderaan debitur yang kalah, tidak berakibat lunasnya hutang yang
harus dibayarnya {221 HIR). Hal-ini. menyebabkan Mahkamah Agung
sebagal lembagd peradilan femngm pada tanggai 2.{. 3anuar1 196& men-
cabut semua pasa!«pasai mengenax sanciera T ‘




Mehhat tahun dikeluarkannya SEMA tersebut :pennlis berpendapat
hut adalah-tepat:pada saat iu: ‘Fialini katena sitnasidan
gara vang: tidak.stabil karena melajunya tingkat.inflasi
:serta pendapatan rakyat vang’ lemah memungkmkan geseorang memin-
jam vang dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan
HIR/RBG si kreditur.dapat meminia: Ketna peéngadilan untuk menyan-
tidak mampu membayar ‘hutangnya, s‘,bagm upaya
iuafganya melaksanakan pembayaran menurntkepu-
; gadllan. Dalam; bubungan hutang*pmtang wyang: berskala:kecil
_ ;ma&warakat ekonomi: lemah, radalah tepat melepaskan
anggota masyarakat kecit dar; tindakan; sande;a 7, Memanﬁ tidak manu-
siawi jika harus disandera, kalau si: hemiang benmubenaf tidak mempunyal
Qharta untuk membayar utangnya... :

il ﬁma baiknya jika menilal.produk hugium apakah bertefﬁ%gan deng&n
penkemanus;aan ataun perikf*adliaa berpatokan pada Pancasila, karena
hukum merupakan pencerminan dari jiwa, pandangan hidup dan cara ber-
pikir suatu bangsa, sedangkan Pancasiia adalah pandangau hldup Bangsa
Indonesza dari dulu kala. : :

Oieh sebab itu . maka. Pancasﬂa harus men;adx batu ujiand
g’.’,tqais_steen"_.) ter_ha;iap semua udang-undang atau peraturan-peraturan,
sehingga suatn undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan
pancasila tidak bisa ditolelir. hal ini sudah.diprakickkan dalam penerap-
an. undang~undang aiau peraturanlamea vang divasdkan tidak sesual, antara
lain dengan adanya SEMA 271964 menghapus lembaga sandera karena
bertentang denganperikemanusiaan. Jadi asas perikemanusiaan sangat
;txentmg dalam; penibinaan dan pertumbuhan Hukum Nasional kita.

_ Semen;ak dikeluarkannya SEMA, tidak ada lagi hakim vang berani
menyande;‘a debitur vang tidak mampu membayar hutangnya. Terobosan
dimulai ketika Hakim Bismar Siregar yang.menjadi Ketua Pengadiian
Negen Eak&rta Utara-Timur pada tahun 1874, dalani perkara hutang
piutang ia memutuskan bahwa seorang tergugat H. Dulkarim, akan di-
sandera bila tzdak melunasi uﬁangnya sebesar 1 .I uia kepada Ir. Baharudxn
ﬁ 9

Ada A:hza p@rtanyaan VADE n_mbul dari kepumsan Hakxm di-atas, per-
tama - apakah hakim dapat mengabaikan SEMA dalam mengambil ke-
putusannya 7. kedua,. apakah pertimbangan Hak;m dalam menjatuhkan
putusannya 7. .o

.~ - Pasal 131 Uy No 1/ } 95(} telah memberi kekuasaan pada Mahkamah
Agung untuk membuat peraturan acara sendiri bildmana diangap perlu
unituk melaksanakan hukum acara yvang berlaku. Jadi, SEMA berman-

7. M. Yahya Harahap, op. cit, had, 3

8. Prof. Subekti, "Beberapa pemzkara.n mengenai s;s&e-ra Hukum Nasmnal vang akan datang Amkel
datarn Majalah Hukum Dan Kesdilan No. 9 Tahuz 1979, hal. 435.
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- faat sebagai petunjuk bagi hakim 'di dalam melaksanakan tugas peradil-
-annya, meskipun ‘demikian tidak berarti hakim harus ferikat ‘dengan
“SEMA tersebut: Sejauh tidak dianggap periu, ia dapat meninggalkannya,
karena jtu sebaikaya SEMA tidak dijadikan dasar hukum- dari suatu
‘keputusan hakim.10: - god e b e et e e o

v Pertimbangan Hakim Bismar karena SEMA telah menghapus lem-
baga sandera, menimbulkan -gejala - umum itikad tidak baik sementars
orang yang berutang untuk menghindarkan diri dari memenuhi kewajib-
;agpyaf,dan baik secara langsung menyembunyikan harta kekayaan atau
memindahkannya kepada orang lain.!! Hal inilah yane belum terpikir. -

kan ketika SEMA itu dikeluarkan, - e
<+ Hakim selain berwawasan luas, harus akiif mengikuti kenyataan yang
ada dalam masyarakat. Senafas dengan hal ini adalah ketentuan dimana
mewajibkan pengadilan (hakim) uniuk mengikusi dan-menggali nilai-nilai
yang hidup ditengah-tengah masyarakat (pasal 27 UL No. 14/ 1970,
Seiring dengan perkembangan zaman, nilai vang hidup dalam masyara-
katpun-akan berubah, menjadi baik atau burulk. ' A e
Seandainya nilal yang hidup itu buruk, misalnya gejala vmum debitur
beritikad buruk tidak mau membayar utang walaupun mampu, dan ber-
lindung di balik penghapusan lembaga sandera, Hakim dapat menyandera
mereka walaupun bertentangan dengan peraturan tertulis (SEMA). Hal
ini membukiikan bahwa kebenaran bentulk: {formaly dalam arti atas dasar
aturan tertulis belumlah memadai; tetapi harus mengandung kenyataan
vang hidup di tengah masyarakat-ite {(substansial). - o /
i Adalah wajar untuk menvandera seorang debitur vang licik; guna
memaksa keluarganya melakukan pembayaran; Kiranya, dalam mengkaji
dan mempertimbangkan suatu tindakan hukum; apakah tindakan hukum
ini bertentangan dengan perikemanusiaan ataun'tidak; jangan bertitik tolak
darisegi kepentingan debitur an sich - tetapi juga dipikirkan kepentingan
umim- atan kreditur. Perikemanusiaan sebagai nilai universal bukan
argumentasi sepihak yang hanya dipergunakan sebagai-upava dan alat
melindungi debitur licik, padahal nilai perikemanusiaan itu sendiri sangat
tidak setuju dengan perbuatan yang menghalalkan segala cara uniuk mem-
peroleh sesuatu.” Dengan demikian; dalam menghadapl debitur yang
licik,-lembaga sandera tidak bertentangan dengan perikemanusiaan
< 3atuhal lagl vang menunjukksn bahwa lembaga sandera tidak'ber-
tentangan dengan perikemanusizan adaiah adanya jaminan hak-hak ter-
mohon (yang dikenakan sandera); karena dalam setiap permohonan pe-
nerapan lembaga sandera, pemohon berkewajiban membeli fasilitas cara

10, Wahyu Afandi SH, Hukam dan Penegokan Hukum, Bandung : Alumni 1582 ’

it Mzjalak Tempo, op.cir.



<Kreditur=:

}ndup sebagxan dmlkman oleh’ termohon sehan«han, atas bxaya pemohon

Demlkzan juga mengenai masa penyanderaan, Bamanya tergantung darx'
vesa ;. ]umiah nang yang: ‘haras: dlbayar (pasal 210 ayat 1 HIR} S
.+ {Usaha "menghidupkan? lembaga sandéra oleh Hakim Bismar tidak
herhasil: karena-tidak’ disetujui: ‘Mahkarah Agung Pahka MA nerasa
perly mengedarkan surat edaran‘baru yang meiarang 1embaga Sandera-
(SEMA4/1575;tanggal 1 Desember 1975)2 :Ketua MIA saaf itu Prof. Seno’
Adji, tetap berpendman bahwa Iembaga sandera iida}; perlu d}hidupkan
kembali.14: 1 _

Dzhapuskannya lembaga-sandera member; peiuang kepada debltur-
vanig berniat buruk. Orang bisa “seenaknya” tiddk mengembaiakan utang--
utangnya dan pengadilan tidak ‘berdaya memaksa mereka’ membayar
utang: Karena itusejakitahun 1970-an banvakiahii’ n‘enganggap pengha~
pusan Jembaga sandera adalah kekeliruan Mahkamah Agung.” L

.~Ternvata kemudian; suara vang tidak setuju demgan kemjaksanaan
MA ‘menghapus -lembaga sanders semakin kéras terdengar. Dimulai
dengan: masyawarah para’ Hakim 8t Sumatera Utara tahin 1983, kemu-'
dian 'organisasi hekim IKARD; Cirganis a5t Advo};ad (i §KADIN} dan
Fakultas Hukum Universitas Gajah ' Mada dalam simposivm hukum acara
perdata’di Jogya tahan 1987 mayomas ’75 perserta menyarankan 2
”hlciupkan kembalilembaga sanderg® 157

«Hal'yang 'mendorong para organisasi penegalf hukum antuk: meng- -
hidupkan kembali-lertibaga sandéra karena sejak 25 tahun vang lalu,
masalah’ hutaug-mutang ini dibawa’ kepengadilan, hasilnya bisa hanva sia-
sia. Bila pihak berhutang berbuat nakal, ‘Hakim hanya’ bzsa memenang-"'
kan pihak berpiutang diatas kertas; artinya meski secara yuridis sudah '
dipastikan kreditur memenangkan 'perkara, tetapl pelaksanaan dari
putusan tersebut sulit atay bahkan tidak bisa dilakukan: Ini‘menyebab-
kan pencari keadilan yang jujur vang 3eias-wias menang dalam ‘perkara-
nya menjadi berpitus asa; sedangkan pihak yang beritikad tidak bazk akan _
memanfaatkan keadaan seperti ini untu%{ kepemmean d;fmya

13, Pasal 236 (1) HIR Segala belanja pemehhazaan orang: disandey, ai(an orang itu, dan dibayar lebih
'4_du}u Scep E) Jl!ru pen \fara, uap«uap kali nntuk tiga puluh | izau lamanya, menurut peraturan tentang |
sudaiz ‘ada atau yang akan dladakan Oieh Gubemt.r J enderai {Gubemur Jendera[ harus
dibaca “Presiden R0 5 . S

{Pasal 216 (25 Jika' pcnag;h utang itu tidak memenshi ké&éjibéﬁnya sebelum hari yang kéaigé\ puluh’
saty maka atas permintaan orang yang berutang atau atas permintaa jure penjara, ketua pengadilan'
negen dengan segeTa memben penman, supaya Gramg yang bemtang xm aslcpaska.n dari penjara.

14, "Da!am hubungan ini penuhs kurang sepersdapat dengan p&ndangan Prof Seno Adi dalam Tempo
17 September 1953 bahwa "penyanderaan bukan satu-satunya jalan untuk memaksa kreditar, bisa
dengan cara Jain yaitu penyitaen”. Menunt penulis, penyitaan bukan jalan yang tepet. Misalnya,
seseorang meminjam nang denganjaminan vang kbih kecll kemudian ja jatuh miskin dan tidak
mampu membayar atangiangnya. Barang jaminan yang tidak seberapa besar nilainya it jika
diletang, akan tetap merogikan st kreditur, ) '
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_,_.Ieh karena jtu banyak kreditur mnengambil jalan pintas; misalnya’
dengan menyewa tukang pukul untuk menyelesaikan hutang-plutang dari-:
pada berperkara lewat- pengadilan, yang dapat memakan cukup lamadan
tidak memberi banyak: harapan pada mereka.'s Ternyata cara-ini lebih:
bermanfaat set;dak stidaknya dari sisi yang melakukan, waldupumr harug
memberi zmbalan yang cukup ‘i)f:sar bagi tukang pukul tersebut. J adiqjikas
salu_ fo;‘mal (Pengad:ian) udak mampu mendukung untuk merealisa-
sikal maka terobosan ka;% k’dztempuh tanpa memperhhatkan-
kcabsahannya 7. -

Tindakan tersebut jelas Udak dapat él%)zarkan berlarut—iarut Sebagaz"
Negara Hukum, mrbuaéaﬁ Amain hakim sendiri? tidak dibenarkan.
Karena iiu, usaha untuiz mencegahnya harus segera dilakukan; sebab jlka
dzina kan maka-orang tidak mentasti hukom lagi: ‘)

Akibat lain dari dzhanusmnnya lembaga candera adalah mancuﬂnya :
%:r&dré macet, di bank-bank. pemeriniah, vang pada tahun 1982 saja ber- -
jumlah Bp.. 515 milyar. Menurut.Hakim Bismar Siregar, hal ini karena
tangan hukum tidak sanggup menjangkan si debitur yang main-main: 8
Tentu saja hal ind akan menghambat pelaksanaan pembangunan, karena
ciana masyaz akat yang dialokasikan ‘pada bank, akan’ disalurkan kembali -
pada Pemermtah untuk me}aksanakm pembangunap :

M ung%«:tn menyadan akibat penghapusan lembaga sandera txdak sa;a.-
merugikan perorangan (kreditur) tetapi juga negara {mis. bank-bank
pemerintah) maka Mahkamah Agung hendak menghidupkan kembah
lembaga sandera. Hanya saja, berbeda dengan lembaga sandera yang di-
kenai dalam HIR, yang beieh disandera kelak hanva Orang-orang yang
bemtang kepada Megara daﬂ untuk penerapan lembaga ini, harus dipenuhi.
syarat bahwa perkara utang-piutang dengan negara ity sudah mendapat
keputusam hukum vang berkekuatan pasii.l? - :

...Usaha yang d;iafrct.%fan ?\/EA ini dapat dlkatakan sebagai suatu }ap gkah
maju unfuk menmpiakan suatu kepastian hukum. Hanya saja, untuk
utang-piutang perorangan, Eembaga sandera tetap perlu diperlukan. Bukan .
hanya negara saja yang dapat menikmati adanya lembaga sandera tetapi -
guga setiap orang yang berkepentingan.

~Terlepas-dari tidak adanya lembaga’ sandera, maka pzbak kr\.dxtur
haruslah ‘lebih berhati hati sebelum meminjamkan uangaya. Misalnya
bank pemermtab tidak cu}(up hanya melihat ”penampﬂan orang dari luar”
saja, lalu dengan cepat memnberikan kredli Tetapi sikap berhau-hatx ini-

16.. Dalam hal ini dapat d:a.;ukan s bagm conmh orgams.:ssl Leamanan swasta bcherapa wamu yang lalu
seperti PREM 'S lebih efektif umuh meyelesalkan hu:ang pimaazg darlpada barpcrkara lewal - peng- -
adzlan dan sctemsaw :

17. Luhm MP Pangaribuasn, “Penaﬁganan perkara masa {iepan ke aran public interest hg;taimn Amkei
dalam Najalah Hukum dan’ pemhangunan No 2 Tahun 1989 “hal 182, ; :

18. Majalah ’i'empo 17 Sep[ember 1983.
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< pun nampaknya sulit:dilakukanikarenaseringkali, seseerang memberi pin-
jaman berdasarkan kepercayaan, antara lain karena ada hubungan per-
saudaraan atau persahabatan, sehingga tidak menyangka vang diberd
pinjaman tersebut akan menipunya. Dengan demikian teiaplah lembaga
sandera; diperlukan i suntuks memaksa: debitur; yang hclk membayar
utangnya -

%&ESEMPUEJAN

- khzmya,-l,-sebagai pemamp dari: a;_:a yang -ielah . dmraxkan dalam
tuhsan s;ngkat int, maka dapat diambﬂ kesnmpuian-sebagal ‘-benkut

e _,:Penghapusan Eembaga sandera oieh Mahkamah Agung, memmbui-

:  kan:gejalaumum itikaditidak:baik padasementara orang yang ber-
hutang untuk menghindarkan diri dari memenihi kewajibannya.

2... Adalah tidak bérperikemanusiaan uniuk menyandera Sesecrang yang
henar-benar jatuh miskin dan tidak mempunyai-uang iagi, terhadap

wmereka; penulis setujn untuk: membeb&skan mereka dari lembaga
sandera,.

3. Dirasakan sidak adil jika:tidak mmenyandera deb;tur yang secara licik
berpura-pura jatuh miskin, fetapl sesungguhnya tidak. Kepada
mereka, sangatlah tepat diberlakukan lembaga sandera.

4. Adanya jaminan hak-hak termohon (yang dikenakan sandera), suatu
bukti bahwa lembaga sandera tidak bertentangan dengan perikema-
nusiaan, di lain pihak kepentingan corang lain perlu pula diberikan
jaminan. '

#5,-*Tidakadanya lembagi sandera; bila pihak berhutang berbuat curang,

-t Hakim hanya: bisa memeriangkan pihak berpiuiang’ ‘di-atas kertas,
menyebabkan banyak kreditur mengambil jalan pintas dengan me-
nyewa tukang pukul untuk menyelesaikan hutang piutang, hal ini 31ka

dibiarkan menvebabkan orang tidak mentaati hukum.

‘6. Adanya lembagasandera membuat débitir yang beritikad buruk, akan

: berpikir lebih dulu sebelum meminjam uang

é?Mengakhiri tulisan ini penulis 'iﬁeﬁgajékan '-dué.-éa'ran :

1. Perlu menghidupkan kembali lembaga sandera, hanya __aiam ‘peng-

»* gunaan harusiah diterapkan secara kasuistis, hanva dztarapkan kepada
-+ debitur<yang beritikad buruk. saja..
2. vApa yang telah dilakukan Mahkamah' Agung yaum: engiudupnan
: kembali lembaga sandera khusus untuk mengurus pintang negara,

. Kkiranya, periu dilaniutkan uatuk utang piutang negara, kiranya perlua
dilanjutkan untuk utang piutang perorangan. Jadi bukan hanya
o ey e wtemar o sy e att lammhaon candera tﬁta{n !!128. SCH&D Orang
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aja yang dirugikan tetapi juga kepentingan kreditur/umum. -
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